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KATA PENGANTAR
 Pajak memiliki peran yang sangat besar dalam penerimaan negara dan semakin
 meningkat setiap tahunnya. Komposisi APBN Tahun 2012 menunjukkan bahwa pajak
 memberikan kontribusi pemasukan sebesar 78,74 % dari total pendapatan negara. Melihat
 target penerimaan negara dari sektor yang begitu besar, selaras dengan program
 peningkatan pelayanan pajak Kementerian Keuangan dalam meningkatkan pendapatan
 negara, maka sebagai bentuk partisipasi dan peran serta KPPU dalam menunjang program
 Kementerian Keuangan, diperlukan peningkatan pelayanan dan pemahaman seluruh
 Pegawai KPPU dalam memahami ketentuan perpajakan.
 Sebagai lembaga yang menggunakan APBN dalam pelaksanaan kegiatannya, KPPU
 merupakan pihak yang melaksanakan pemotongan dan pemungutan pajak atas
 pengeluaran yang berasal dari APBN. Untuk menginformasikan pelaksanaan pajak di KPPU
 maka disusun “Buku Saku Penatausahaan Pajak” sebagai pedoman penatausahaan pajak di
 KPPU. Dengan adanya buku saku ini, diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi KPPU
 dalam mengimplementasikan peraturan perpajakan yang berlaku.
 Tim menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan buku saku
 ini. Kritik dan saran sangat kami harapkan untuk perbaikan buku saku ini. Akhirnya, kami
 berharap buku saku ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak di KPPU.
 Jakarta, Mei 2012
 Tim Penyusun
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BAB I
 PENDAHULUAN
 A. Dasar Hukum
 • Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan
 Persaingan Usaha Tidak Sehat
 • Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 • Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
 • Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-
 undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
 • Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
 Perpajakan
 • Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang
 Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
 Penjualan Atas Barang Mewah
 • Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan Keputusan Presiden
 Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha
 • Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 04/KPPU/Kep/I/2010 tentang
 Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik
 Indonesia
 B. Latar Belakang
 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah lembaga pengawas persaingan usaha yang
 dibentuk berdasarkan amanah Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
 Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya,
 KPPU memiliki Sekretariat yang diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk
 menyelenggarakan administrasi dan tata kelola keuangan dengan baik. Sesuai paket UU
 Keuangan Negara, sebagai salah satu lembaga pengguna Anggaran Pendapatan dan Belanja
 Negara (APBN) wajib melakukan pengelolaan keuangan secara profesional, transparan dan
 akuntabel sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good
 governance). Salah satu bentuk pengelolaan yang baik adalah mengelola pendapatan dari
 pajak yang merupakan kewajiban setiap orang atau badan untuk membayar pajak termasuk
 1
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KPPU dan Pegawainya, untuk aktif berkesadaran melaksanakan kewajiban sebagai warga
 negara yang baik yaitu sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang perpajakan.
 KPPU sebagai pihak yang melaksanakan pemotongan dan pemungutan pajak atas pengeluaran
 yang berasal dari APBN, adalah bendahara pemerintah, termasuk dalam pengertian
 bendahara pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama. Sebagai pihak
 yang melakukan pemotongan dan pemungutan pajak, bendahara pemerintah harus
 mengetahui aspek-aspek perpajakan terutama yang berkaitan dengan kewajiban untuk
 melakukan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan serta Pajak Pertambahan
 Nilai. Kewajiban bendahara pemerintah sehubungan dengan Pajak Penghasilan dan Pajak
 Pertambahan Nilai antara lain adalah dengan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak
 Penghasilan Pasal 21, 22, 23, 4 ayat (2), dan Pajak Pertambahan Nilai.
 C. Maksud dan Tujuan
 Maksud dan tujuan penerbitan buku saku pengelolaan pajak bagi KPPU khususnya Pengelola
 Anggaran adalah sebagai pedoman dalam mengelola pajak bagi yang menangani pengurusan
 pajak, sehingga dapat membantu apabila terjadi kesulitan dalam menanganinya, serta
 mempercepat proses waktu pengurusan.
 Di satu sisi, Wajib Pajak (Pegawai, Anggota Komisi dan Penyedia Barang/Jasa) akan
 mendapatkan informasi yang lengkap apabila akan melakukan pengurusan pajak di lingkungan
 KPPU.
 D. Gambaran Umum Penatausahaan Pajak
 1. Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21
 Pemotongan PPh Pasal 21 adalah cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan melalui
 pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang
 Pribadi di dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan.
 Pembayaran Penghasilan yang wajib dipotong PPh Pasal 21 oleh Bendahara Pengeluaran
 antara lain pembayaran atas gaji, tunjangan, honorarium, upah dan uang makan baik
 kepada pegawai tetap ataupun tidak tetap KPPU.
 2. Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22
 Pemungutan PPh Pasal 22 dilakukan sehubungan dengan pembayaran atas pembelian
 barang seperti komputer, meubelair, mobil dinas, ATK dan barang lainnya oleh Pemerintah
 kepada Wajib Pajak Penyedia Barang. Pemungutan PPh Pasal 22 dilakukan oleh Bendahara
 Pengeluaran dan Kuasa Pengguna Agggaran (KPA) sehubungan dengan pembayaran atas
 pembelian barang.
 2
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3. Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23
 Pemotongan PPh Pasal 23 adalah cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan melalui
 pemotongan pajak atas penghasilan yang dibayarkan oleh Bendahara kepada pihak lain.
 Penghasilan yang dibayarkan tersebut antara lain:
 a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, misalnya sewa
 rumah dinas;
 b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa konsultan dan jasa lain.
 4. Pemotongan atau Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2)
 Pemotongan atau pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2) adalah cara pelunasan pajak dalam
 tahun berjalan, antara lain melalui pemotongan atau pemungutan pajak yang bersifat final
 atas penghasilan tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, yaitu:
 Persewaan Tanah dan/atau Bangunan sebagai objek PPh final adalah sewa tanah dan/atau
 bangunan berupa tanah, rumah, gedung perkantoan, gedung pertemuan termasuk
 bagiannya, serta rumah kantor, dengan besaran PPh Final yang dipotong adalah 10 %
 (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai penawaran baik yang menyewakan Wajib Pajak
 Orang Pribadi maupun Badan.
 5. Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
 Pemungutan PPN merupakan pelunasan pajak yang dikenakan atas setiap transaksi
 pembelian barang atau perolehan jasa dari pihak ketiga, misalnya pembelian alat tulis
 kantor, pembelian seragam untuk keperluan dinas, pembelian komputer, pembelian
 mesin absensi pegawai, perolehan jasa perawatan AC kantor, dan perolehan jasa atas
 tenaga keamanan.
 Dalam pembahasan selanjutnya, akan disampaikan informasi dan keterangan yang berkaitan
 dengan tata cara pengelolaan pajak secara detailnya. Semoga gambaran singkat ini dapat
 menjadi pembuka wawasan pengetahuan tentang perpajakan.
 3
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BAB II
 PENJELASAN UMUM
 A. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 (Kode: 411121)
 1. Pengertian PPh Pasal 21
 PPh atau Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji,
 honorarium, upah, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak
 Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jasa, jabatan, dan kegiatan.
 2. Objek PPh Pasal 21
 a. Pegawai tetap dan pegawai tidak tetap yang secara teratur terus menerus;
 b. Narasumber/Tenaga Ahli, yaitu orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya
 menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja;
 c. Jasa Profesi, yaitu Dokter dan Perawat.
 d. Penerima honorarium;
 e. Penerima upah, yaitu orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah
 borongan, atau upah satuan;
 f. Orang pribadi lainnya yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau
 jabatan, jasa, dan kegiatan dari Pemotong Pajak.
 3. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan pengurangan penghasilan neto yang
 diperkenankan oleh Undang-undang tentang Pajak Penghasilan.
 PTKP Besarnya PTKP (Rp)Wajib Pajak Orang Pribadi 24.300.000Tambahan untuk Wajib Pajak Kawin 2.025.000Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung
 dengan suami
 24.300.000
 Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga
 semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat (maksimal
 3 orang)
 2.025.000
 4
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Berdasarkan tabel di atas, maka perhitungan PTKP dapat dilakukan sebagai berikut:
 Status Uraian JumlahTK Wajib Pajak 24.300.000
 TK/1Wajib Pajak + 1 Tanggungan (orang tua/mertua/anak
 kandung/anak angkat) 26.325.00024.300.000 + 2.025.000
 TK/2Wajib Pajak + 2 Tanggungan (orang tua/mertua/ anak
 kandung/anak angkat) 28.350.00024.300.000 + (2 x 2.025.000)
 TK/3Wajib Pajak + 3 Tanggungan (orang tua/mertua/anak
 kandung/anak angkat) 30.375.00024.300.000 + (3 x 2.025.000)
 K/0 Wajib Pajak + Status Menikah 26.325.00024.300.000 + 2.025.000
 K/I/-Wajib Pajak + Status Menikah + Penghasilan Istri
 Digabung 50.625.00024.300.000 + 2.025.000 + 24.300.000
 K/I/1Wajib Pajak + Status Menikah + Penghasilan Istri
 Digabung + 1 Tanggungan (anak) 52.650.00024.300.000 + 2.025.000 + 24.300.000 + 2.025.000
 K/I/2Wajib Pajak + Status Menikah + Penghasilan Istri
 Digabung + 2 Tanggungan (anak) 54.675.00024.300.000 + 2.025.000 + 24.300.000 + (2 x 2.025.000)
 K/I/3Wajib Pajak + Status Menikah + Penghasilan Istri
 Digabung + 3 Tanggungan (anak) 56.700.00024.300.000 + 2.025.000 + 24.300.000 + (3 x 2.025.000)
 K/1 Wajib Pajak + Status Menikah + 1 Tanggungan (anak) 28.350.00024.300.000 + 2.025.000 + 2.025.000
 K/2 Wajib Pajak + Status Menikah + 2 Tanggungan (anak) 30.375.00024.300.000 + 2.025.000 + (2 x 2.025.000)
 K/3 Wajib Pajak + Status Menikah + 3 Tanggungan (anak) 32.400.00024.300.000 + 2.025.000 + (3 x 2.025.000)
 4. Biaya Jabatan
 Biaya Jabatan adalah salah satu pengurang untuk pegawai tetap dalam menghitung
 penghasilan neto. Biaya jabatan dikenakan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah
 pengenaan maksimal Rp 6.000.000,- per tahun.
 5. Tarif PPh Pasal 21
 a. PNS Gol. II & Gol yang lebih rendah = 0% x Penghasilan Bruto
 b. PNS Gol. III = 5% x Penghasilan Bruto
 c. PNS Gol. IV = 15% x Penghasilan Bruto
 5
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d. Pegawai KPPU non PNS perhitungan PPh 21 menggunakan perhitungan progresif (PPh Pasal
 17) dengan tarif sebagai berikut:
 • Tarif PPh Pasal 21 Orang Pribadi
 Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak Rp. 0,- - Rp. 50.000.000,- 5% Di atas Rp. 50.000.000,- - Rp.250.000.000,- 15% Di atas Rp.250.000.000,- - Rp.500.000.000,- 25% Di atas Rp.500.000.000,- 35%
 e. Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS = 5% x Penghasilan Bruto
 f. Dokter dan Perawat = (50 % x Penghasilan Bruto) x 5 %
 atau 2,5% x Penghasilan Bruto
 6. Menentukan Penghasilan Kena Pajak
 A. Penghasilan Bruto
 1. Gaji Pokok Rp. XXX
 2. Tunjangan-tunjangan Rp. XXX (+)
 3. Jumlah Penghasilan (1 + 2) Rp. XXX
 B. Pengurangan
 1. Biaya Jabatan (5% x Penghasilan Bruto) Rp. XXX
 2. Iuran Pensiun/THT/JHT Rp. XXX (+)
 3. Jumlah Pengurangan (1 + 2) Rp. XXX (-)
 C. Penghasilan Neto (A3-B3) Rp. XXX
 D. Penghasilan Tidak Kena Pajak Rp. XXX (-)
 E. Penghasilan Kena Pajak (C-D) Rp. XXX
 7. Contoh PPh 21
 a. Yogi S. Wibowo (pegawai KPPU) berpenghasilan Rp. 2.750.000,- dengan status menikah
 tanpa anak (K/0). Berapakah besaran PPh pasal 21 atas pegawai tersebut?
 Jawab :
 Penghasilan sebulan = Rp. 2.750.000,-
 Penghasilan setahun = (Rp. 2.750.000,- x 12 bulan) = Rp. 33.000.000,-
 Biaya jabatan = Rp. 33.000.000,- x 5% = Rp 1.650.000,-
 (maksimal Rp. 6.000.000,-/tahun)
 6
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Penghasilan Neto = Rp. 33.000.000,- – Rp 1.650.000,-
 = Rp. 31.350.000,-
 PTKP (K/0) = Rp. 26.325.000,- (-)
 Penghasilan Kena Pajak = Rp. 5.025.000,-
 PPh 21/thn = Rp. 5.025.000 x 5% = Rp 251.250,-
 PPh 21/bln = Rp. 251.250,- : 12 bln
 = Rp. 20.938,-
 Penghasilan bersih yang diterima oleh Yogi S. Wibowo
 Penghasilan per bulan = Rp. 2.750.000,-
 Pph 21/bln = Rp. 20.938,- (-)
 Rp. 2.729.062,-
 b. Budhi Praharto (pegawai KPPU) berpenghasilan Rp 12.750.000,- dengan status menikah,
 dan mempunyai 2 anak (K/2). Berapakah besaran PPh pasal 21 atas pegawai tersebut?
 Jawab :
 Penghasilan sebulan = Rp. 12.750.000,-
 Penghasilan setahun = (Rp. 12.750.000,- x 12 bulan) = Rp. 153.000.000,-
 Biaya jabatan = Rp. 153.000.000,- x 5% = Rp 7.650.000,-
 (maksimal Rp. 6.000.000,-/tahun)
 Penghasilan Netto = Rp. 153.000.000,- – Rp 6.000.000,-
 = Rp. 147.000.000,-
 PTKP (K/2) = Rp. 30.375.000,- (-)
 Penghasilan Kena Pajak = Rp. 116.625.000,-
 PPh 21/thn = 5 % x Rp. 50.000.000,- = Rp. 2.500.000,-
 15 % x Rp. 66.625.000,- = Rp. 9.993.750,- (+)
 Rp. 12.493.750,-
 PPh 21/bln = Rp. 12.493.750,- : 12 bln
 = Rp. 1.041.145,-
 Penghasilan bersih yang diterima oleh Budhi Praharto
 Penghasilan per bulan = Rp. 12.750.000,-
 Pph 21/bln = Rp. 1.041.145,- (-)
 Rp. 11.708.855,-
 c. Irena Yusnita (pegawai KPPU) berpenghasilan Rp. 2.500.000,- dengan status belum
 menikah (TK). Berapakah besaran PPh pasal 21 atas pegawai tersebut?
 Jawab :
 7
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Penghasilan sebulan = Rp. 2.500.000,-
 Penghasilan setahun = (Rp. 2.500.000,- x 12 bulan) = Rp. 30.000.000,-
 Biaya jabatan = Rp. 30.000.000,- x 5% = Rp 1.500.000,-
 (maksimal Rp. 6.000.000,-/tahun)
 Penghasilan Netto = Rp. 30.000.000,- – Rp 1.500.000,-
 = Rp. 28.500.000,-
 PTKP (TK/-) = Rp. 24.300.000,- (-)
 Penghasilan Kena Pajak = Rp. 4.200.000,-
 PPh 21/thn = Rp. 4.200.000 x 5% = Rp 633.000,-
 PPh 21/bln = Rp. 210.000,- : 12 bln
 = Rp. 17.500,-
 Penghasilan bersih yang diterima oleh Irena Yusnita
 Penghasilan per bulan = Rp. 2.500.000,-
 Pph 21/bln = Rp. 17.500,- (-)
 Rp. 2.482.500,-
 d. Dewo (pegawai KPPU) berpenghasilan Rp. 4.000.000,- dengan status menikah dan memiliki
 dua anak dan istri berpenghasilan Rp.3.000.000,-, penghasilan Dewo dan istri digabung
 (K/I). Berapakah besaran PPh pasal 21 atas pegawai tersebut?
 Jawab:
 Keterangan Dewo (K/2) Istri (TK) GabunganPenghasilan Bruto setahun
 (penghasilan sebulan x 12)
 Rp.48.000.000,- Rp.36.000.000,- Rp.84.000.000,-
 Biaya Jabatan (5%) maks
 Rp.6.000.000,-
 Rp. 2.400.000,- Rp. 1.800.000,- Rp. 4.200.000,-
 Penghasilan Neto Rp.45.600.000,- Rp.34.200.000,- Rp.79.800.000,-PTKP Rp.30.375.000,- Rp.24.300.000,- Rp.54.675.000,-Penghasilan Kena Pajak Rp.15.225.000,- Rp. 9.900.000,- Rp.25.125.000,-Pajak Penghasilan setahun Rp. 761.250,- Rp. 495.000,- Rp. 1.256.250,-Pajak Penghasilan sebulan Rp. 63.438,- Rp. 41.250,- Rp. 104.688,-
 8
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Penghasilan bersih yang diterima oleh Dewo
 Penghasilan per bulan = Rp. 4.000.000,-
 Pph 21/bln = Rp. 63.438,- (-)
 Rp. 3.936.562,-
 Penghasilan bersih yang diterima oleh Istri Dewo
 Penghasilan per bulan = Rp. 3.000.000,-
 Pph 21/bln = Rp. 41.250,- (-)
 Rp. 2.958.750,-
 e. Eka Liana pegawai KPPU berpenghasilan Rp.3.000.000,- di samping itu pada bulan Maret
 memperoleh honor tim sebesar Rp.500.000,-. Berapakah besaran PPh 21 atas honor tim
 yang terutang?
 Jawab :
 Penghasilan Gaji
 Penghasilan sebulan = Rp. 3.000.000,-
 Penghasilan setahun = (Rp.3.000.000,- x 12 bulan) = Rp. 36.000.000,-
 Biaya jabatan = Rp. 36.000.000,- x 5% = Rp 1.800.000,-
 (maksimal Rp. 6.000.000,-/tahun)
 Penghasilan Neto = Rp. 36.000.000,- – Rp 1.800.000,-
 = Rp. 34.200.000,-
 PTKP (TK) = Rp. 24.300.000,- (-)
 Penghasilan Kena Pajak = Rp. 9.900.000,-
 PPh 21/thn = Rp. 9.900.000 x 5% = Rp 495.000,-
 PPh 21/bln = Rp. 495.000,- : 12 bln
 = Rp. 41.250,-
 Penghasilan Gaji dengan Honor
 Penghasilan sebulan = Rp. 3.000.000,-
 Gaji setahun = (Rp. 3.000.000,- x 12 bulan) = Rp. 36.000.000,-
 Honor = Rp. 500.000,-
 Penghasilan setahun = Rp. 36.500.000,-
 Biaya Jabatan = Rp.36.500.000,- x 5%=Rp.1.825.000,-
 (maksimal Rp.6.000.000,-)
 Penghasilan Neto = Rp.36.500.000,- – Rp.1.825.000,-
 9
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= Rp.34.675.000,-
 PTKP (TK) = Rp. 24.300.000,- (-)
 Penghasilan Kena Pajak = Rp. 10.375.000,-
 PPh 21/thn = Rp.10.375.000 x 5% = Rp.518.750,-
 PPh 21/bln = Rp.43.229,-
 PPh atas honor tim = Rp.43.229,- (--) Rp.41.250,-
 = Rp.1.979,-
 Penghasilan bersih yang diterima oleh Eka Liana dari honor tim
 Honor = Rp. 500.000,-
 Pph 21 = Rp. 1.979,- (-)
 Rp. 498.021,-
 f. KPPU mengundang pegawai pemerintah (PNS) untuk menjadi narasumber dalam kegiatan
 sosialisasi. Honor yang dibayarkan kepada narasumber tersebut sebesar
 Rp. 2.100.000,-. Berapakah besaran Pajak PPh 21 jika narasumber tersebut berstatus PNS
 gol. IV/a?
 Jawab:
 PNS gol.IV/a dikenakan tarif PPh 21 sebesar 15%
 PPh Pasal 21 = Rp. 2.100.000,- x 15%
 = Rp. 315.000,-
 Honor bersih yang diterima Narasumber
 Honor = Rp. 2.100.000,-
 Pph 21 = Rp. 315.000,- (-)
 Rp. 1.785.000,-
 g. KPPU mengundang narasumber non PNS dalam kegiatan sosialisasi dengan honor
 narasumber sebesar Rp. 1.800.000,-. Berapakah besaran PPh Pasal 21 yang harus
 dibayarkan?
 Jawab:
 Narasumber Non PNS dikenakan tarif sebesar 5%
 PPh Pasal 21 = Rp. 1.800.000,- x 5%
 = Rp. 90.000,-
 Honor bersih yang diterima Narasumber
 Honor = Rp. 1.800.000,-
 Pph 21 = Rp. 90.000,- (-)
 Rp. 1.710.000,-
 10
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B. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 (kode: 411122)
 1. Pengertian PPh Pasal 2 2
 Pemungutan PPh Pasal 22 dilakukan sehubungan dengan pembayaran atas pembelian barang
 seperti komputer, meubelair, mobil dinas, ATK, dan barang lainnya oleh Pemerintah kepada
 Wajib Pajak penyedia barang. Pemungutan PPh Pasal 22 dilakukan oleh Bendahara
 Pengeluaran dan Kuasa Pengguna Agggaran (KPA) sehubungan dengan pembayaran atas
 pembelian barang.
 2. Objek Pemungutan PPh Pasal 22
 Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh KPPU seperti komputer, meubelair,
 mobil dinas, ATK dan pengadaan barang lainnya.
 3. Objek Tidak Kena Pajak
 a. Pembelian barang dengan nilai maksimal pembelian Rp. 2.000.000,- dengan tidak dipecah-
 pecah dalam beberapa faktur.
 b. Pembelian BBM, Gas, Pelumas, dan Benda Pos.
 c. Pembayaran Listrik, Air Minum/PDAM, dan Telepon.
 4. Tarif PPh Pasal 22
 Tarif PPh Pasal 22 sebesar 1,5% x harga sepanjang belum termasuk PPN, sedangkan untuk
 harga yang sudah termasuk PPN dihitung dari DPP.
 5. Contoh PPh P a s a l 22
 a. KPPU membeli ATK untuk persedian kantor senilai Rp. 3.100.000,- (sudah termasuk PPN).
 Berapakah besaran PPh pasal 22 untuk pembelian tersebut?
 Jawab:
 Langkah I menghitung DPP
 DPP = Harga Kuitansi x 100/110
 = Rp. 3.100.000,- x 100/110
 = Rp. 2.818.181,-
 Langkah II menghitung besaran PPh Pasal 22
 PPh Pasal 22 = DPP x tarif PPh Pasal 22
 = Rp. 2.818.181,- x 1,5%
 = Rp . 42.272,-
 KPPU membeli ATK tersebut dengan harga
 DPP = Rp. 2.818.181,-
 PPh Pasal 22 = Rp. 42.272,- (-)11
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Rp. 2.775.909,-
 b. KPPU membeli mobil dinas seharga Rp. 200.000.000,- (belum termasuk PPN). Berapakah
 besaran PPh Pasal 22 untuk pembelian mobil tersebut?
 Jawab:
 PPh Pasal 22 = Harga Pembelian x Tarif Pasal 22
 = Rp. 200.000.000,- x 1,5%
 = Rp. 3.000 000,-
 KPPU membeli mobil dinas tersebut dengan harga
 Harga Pembelian = Rp. 200.000.000,-
 PPh Pasal 22 = Rp. 3.000.000,- (-)
 Rp. 197.000.000,-
 C. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 (kode: 411124)
 1. P engertian PP h Pasal 23
 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal
 dari sewa dan imbalan sehubungan dengan jasa dan konsultan.
 2. Objek Pajak PP h Pasal 23
 Objek Pajak PPh Pasal 23 yang dipotong oleh KPPU sehubungan dengan penggunaan jasa
 pemeliharaan seperti:
 • Pemeliharaan AC, Instalasi Listrik, Air, Telepon, Genset
 • Pemeliharaan Komputer
 • Pemeliharaan Printer
 • Pemeliharaan Kendaraan
 • Sewa Kendaraan
 • Pemeliharaan Alat Kantor
 • Pemeliharaan Gedung dan Halaman Gedung
 • Pemeliharaan Hidran
 • Pemeliharaan Lift
 • Jasa Kebersihan, dan
 • Jasa lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku
 3. Tarif PPh Pasal 23
 Tarif pengenaan PPh Pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto.
 4. Contoh PPh Pasal 23
 12
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a. Sulaiman Salvandy (Pegawai KPPU) menyewa kendaraan operasional dengan harga
 Rp. 560.000,-. Berapakah PPh Pasal 23 untuk penyewaan kendaraan tersebut?
 Jawab:
 PPh Pasal 23 = Harga Kuitansi x tarif PPh Pasal 23
 = Rp. 560.000,- x 2%
 = Rp. 11.200,-
 b. Biro Perencanaan dan Keuangan KPPU menggunakan jasa catering dengan total biaya
 sebesar Rp. 5.500.000,-. Berapakah besaran PPh Pasal 23 untuk jasa tersebut?
 Jawab:
 PPh Pasal 23 = Harga Kuitansi x tarif PPh Pasal 23
 = Rp. 5.500.000,- x 2%
 = Rp. 110.000,-
 D. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2) (kode: 411128)
 1. Pengertian PPh Pasal 4 ayat (2)
 Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa tanah
 dan/atau bangunan.
 2. Objek Pajak PPh Pasal 4 ayat ( 2 )
 Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) di KPPU adalah sewa tanah dan/atau bangunan yang
 terdiri dari:
 a. Sewa rumah dinas Kantor Perwakilan Daerah
 b. Sewa gedung Kantor Perwakilan Daerah
 c. Sewa ruang untuk kegiatan penyelidikan
 3. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat ( 2 )
 Besarnya tarif Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang wajib dipotong bendahara adalah
 sebesar 10% dari jumlah bruto nilai persewaan (tidak termasuk PPN).
 4. Contoh PPh Pasal 4 Ayat (2):
 a. Biro Penindakan menyewa ruang penyelidikan dengan nilai Rp. 1.000.000,-. Berdasarkan
 kuitansi tersebut, berapa besarnya pajak yang harus dipungut oleh Bendahara Pengeluaran
 KPPU?
 Jawab:
 Nilai Kuitansi = Rp. 1.000.000,-
 PPh Pasal 4 Ayat 2 = Rp. 1.000.000,- x 10%
 = Rp. 100.000,-13
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Jadi besarnya pajak yang dipotong bendahara adalah Rp. 100.000,-
 b. KPPU menyewa gedung untuk Kantor Perwakilan Daerah di Balikpapan senilai Rp.
 220.000.000,- (termasuk PPN). Berapakah besaran PPh Pasal 4 Ayat (2) yang harus
 dibayarkan?
 Jawab:
 Langkah I menghitung DPP
 DPP = 100/110 x Rp. 220.000.000,-
 = Rp. 200.000.000,-
 Langkah II menghitung besaran Pajak PPh Pasal 4 Ayat (2)
 PPh Pasal 4 Ayat (2) = DPP x 10%
 = Rp. 200.000.000,- x 10%
 = Rp. 20.000.000,-
 E. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (kode: 411211)
 1. Pengertian PPN
 Pemungutan PPN merupakan pelunasan pajak yang dikenakan atas setiap transaksi pembelian
 barang atau perolehan jasa dari rekanan, misalnya pembelian komputer, dan perolehan jasa
 atas tenaga keamanan.
 2. Objek Tidak Kena Pajak
 Beberapa transaksi pembelian barang dan perolehan jasa dari rekanan yang tidak perlu
 dipungut PPN oleh bendahara yaitu:
 • Pembayaran yang jumlahnya tidak melebihi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan tidak
 merupakan pembayaran yang terpecah-pecah
 • Daerah yang mendapat fasilitas pajak dari pemerintah berdasarkan Undang-undang yang
 dibebaskan dari pengenaan pajak (Batam)
 • Pajak atas Bahan Bakar Minyak
 • Pajak atas Rekening Listrik dan telepon
 3. Tarif PPN
 Tarif PPN yang dikenakan atas penyerahan barang atau jasa adalah 10%.
 4. Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP)
 NPPKP (Nomor pengukuhan pengusaha kena pajak) adalah setiap wajib pajak sebagai
 pengusaha yang dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) berdasarkan undang-undang PPN
 wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan pengusaha kena pajak (PKP) dan atau
 pengusaha yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak memiliki surat pengukuhan kena
 pajak yang berisi identitas dan kewajban perpajakan Pengusaha Kena Pajak. Jika Pengusaha
 14
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tersebut bukan PKP, maka Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut tidak dapat dikreditkan
 sebagai pajak keluaran dari rekanan tersebut karena dalam hal ini rekanan yang identitasnya
 sebagai Non PKP tidak dapat menerbitkan faktur.
 5. Contoh untuk PPN :
 a. Bagian Verifikasi dan Pelaksanaan Anggaran melakukan pengadaan Komputer senilai Rp
 54.000.000,- (sudah termasuk PPN). Berapakah besaran PPN yang harus dibayarkan ke Kas
 Negara dan berapa yang harus dibayarkan kepada rekanan sebagai penyedia barang setelah
 harga dipotong PPN?
 Jawab:
 Langkah I menghitung DPP
 DPP = 100/110 x harga kuitansi
 = 100/110 x Rp. 54.000.000,-
 = Rp. 49.090.909,-
 Langkah II menghitung besaran PPN
 PPN = 10% x DPP
 = 10% x Rp. 49.090.909,-
 = Rp. 4.909.090,-
 Pajak yang harus disetor ke Kas Negara (PPN) adalah Rp. 4.909.090,-
 Nilai harus dibayarkan ke rekanan = DPP – PPN (yang harus disetor ke kas negara)
 = Rp. 54.000.000,- – Rp 4.909.090,-
 = Rp. 49.090.910,-
 b. KPPU membeli 1 unit mesin scanner dengan harga Rp. 12.000.000,-. Berapakah besaran
 PPN terutang dari pembelian barang tersebut?
 Jawab:
 PPN Terutang = Harga Barang x tarif PPN
 = Rp. 12.000.000,- x 10%
 = Rp. 1.200.000,-
 F. Pengenaan Tarif Pada Rekanan yang tidak memiliki NPWP
 a. PPh Pasal 21
 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 akan dikenakan 20% lebih tinggi tarif normal kepada orang
 yang tidak memiliki NPWP. Hal ini diatur dalam Pasal 21 ayat (5A) Undang-undang Pajak
 Penghasilan.
 15
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Contoh: KPPU mengundang narasumber non PNS dalam kegiatan sosialisasi dengan honor
 narasumber sebesar Rp. 1.800.000,- Narasumber tersebut tidak memiliki NPWP.
 Berapakah besaran PPh Pasal 21 yang harus dibayarkan?
 Jawab:
 Narasumber Non PNS dikenakan tarif sebesar 5% karena tidak memiliki NPWP maka Tarif
 yang dikenakan lebih tinggi 20% dari tarif sebenarnya.
 Jadi, tarif yang dikenakan adalah 5% x(100% +20%) = 6%
 PPh Pasal 21 = Rp. 1.800.000,- x 6%
 = Rp. 108.000,-
 Honor bersih yang diterima Narasumber
 Honor = Rp. 1.800.000,-
 Pph 21 = Rp. 108.000,- (-)
 Rp. 1.692.000,-
 b. PPh Pasal 22
 Tarif PPh Pasal 22 akan dikenakan lebih tinggi kepada wajib pajak yang tidak memiliki
 NPWP. Nilainya bahkan lebih besar dibandingkan dengan PPh Pasal 21 yaitu tarif lebih
 tinggi 100% atau dikenakan tarif dua kali lipat. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 22 ayat (3)
 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.
 Contoh PPh Pasal 22:
 KPPU membeli mobil dinas seharga Rp. 200.000.000,- (belum termasuk PPN dan rekanan
 tidak memiliki NPWP) . Berapakah besaran PPh Pasal 22 untuk pembelian mobil tersebut?
 Jawab:
 Karena tidak memiliki NPWP Tarif yang dikenakan kepada rekanan yang tidak memiliki
 NPWP adalah 100% lebih tinggi dari tarif sebenarnya.
 Jadi, tarif yang dikenakan adalah 1.5% x (100% + 100%) = 3%
 PPh Pasal 22 = Harga Pembelian x Tarif PPh Pasal 22 tanpa NPWP
 = Rp. 200.000.000,- x 3%
 = Rp. 6.000.000,-
 KPPU membeli mobil dinas tersebut dengan harga
 Harga Pembelian = Rp. 200.000.000,-
 PPh Pasal 22 = Rp. 6.000.000,- (-)
 Rp. 194.000.000,-
 c. PPh Pasal 23
 16

Page 20
						

Tarif PPh Pasal 23 akan dikenakan lebih tinggi kepada wajib pajak yang tidak memiliki
 NPWP. Besar tarif yang akan dikenakan lebih tinggi 100% atau dikenakan tarif dua kali
 lipat. Hal ini diatur dalam Pasal 23 ayat (1A) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008
 Contoh PPh Pasal 23:
 Biro Perencanaan dan Keuangan KPPU menggunakan jasa catering dengan total biaya
 sebesar Rp. 5.500.000,- (Rekanan tidak memiliki NPWP). Berapakah besaran PPh Pasal 23
 untuk jasa tersebut?
 Jawab:
 Karena tidak memiliki NPWP, tarif yang dikenakan kepada rekanan adalah 100% lebih
 tinggi dari tarif sebenarnya.
 Jadi, tarif yang dikenakan adalah 2% x (100% + 100%) = 4%
 PPh Pasal 23 = Harga Kuitansi x tarif PPh Pasal 23 tanpa NPWP
 = Rp. 5.500.000,- x 4%
 = Rp. 220.000,
 d. Tarif Pajak untuk Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) jika rekanan tidak memiliki NPWP
 tidak dikenakan adanya penambahan tarif sesuai dengan peraturan perpajakan Pasal 4
 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.
 e. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan dikenakan 100% lebih tinggi tarif normal kepada
 rekanan yang tidak memiliki NPWP.
 Contoh :
 KPPU membeli 1 unit mesin scanner dengan harga Rp. 12.000.000,-. Berapakah besaran
 PPN terutang dari pembelian barang tersebut, jika diketahui Rekanan tersebut tidak
 memiliki NPWP?
 Jawab:
 Karena tidak memiliki NPWP, maka Tarif yang dikenakan kepada rekanan yang tidak
 memiliki NPWP adalah 100% lebih tinggi dari tarif sebenarnya.
 Jadi, tarif yang dikenakan adalah 10% x (100% + 100%) = 20%
 PPN Terutang = Harga Barang x tarif PPN
 = Rp. 12.000.000,- x 20%
 = Rp. 2.400.000,
 G. Pemeliharaan
 Khusus untuk pemeliharaan, yang dilihat adalah objek pajaknya sehingga dapat diklasifikasikan
 dalam pengenaan tarif PPh pasal 22 ataupun PPh pasal 23
 17
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Contoh: KPPU melakukan pemeliharaan untuk mobil dinas, dengan rincian servis kendaraan
 operasional sebesar Rp. 1.500.000,- dan pembelian ban mobil sebesar Rp 1.800.000,- (belum
 termasuk PPN). Berdasarkan kuitansi tersebut, pajak apa saja yang akan dikenakan dan berapa
 besaran pajak yang harus dibayar atas pemeliharaan kendaraan operasional tersebut ?
 Jawab:
 Karena harga di atas belum termasuk PPN, maka yang perlu dicari terlebih dahulu adalah PPN.
 PPN = 10% x (Rp. 1.500.000,- + Rp. 1.800.000,-)
 = 10% x Rp. 3.300.000
 = Rp. 330.000
 Servis kendaraan dikenakan PPh Pasal 23, sehingga perhitungan pajaknya sebagai berikut:
 PPh Pasal 23 = 2% x Rp. 1.500.000,-
 = Rp. 30.000,-
 Pembelian ban dikenakan Pajak PPh Pasal 22, sehingga perhitungan pajaknya sebagai berikut:
 PPh Pasal 22 = 1.5% x Rp. 1.800.000,-
 = Rp. 27.000,-
 H. Batas Waktu Penyampaian SPT Masa ke Kantor Pajak
 Batas waktu pembayaran/penyetoran pajak yang sudah dipotong dan/atau dipungut oleh
 Bendahara serta tanggal pelaporan Surat Pemberitahuan Masa adalah sebagai berikut:
 18
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19
 No Jenis Pajak Tanggal Penyetoran Tanggal Pelaporan1. PPh Pasal 21 Paling lama tanggal 10 bulan berikutnya
 setelah Masa Pajak berakhir
 Paling lama 20 hari setelah
 Masa Pajak berakhir2. PPh Pasal 22 Dipotong pada saat pelaksanaan
 pembayaran
 Paling lama 14 hari setelah
 Masa Pajak berakhir.3. PPh Pasal 23 Paling lama tanggal 10 bulan berikutnya
 setelah Masa Pajak berakhir
 Paling lama 20 hari setelah
 Masa Pajak berakhir4. PPh Pasal 4
 ayat (2)
 Paling lama tanggal 10 bulan berikutnya
 setelah Masa Pajak berakhir
 Paling lama 20 hari setelah
 Masa Pajak berakhir5. PPN a. Untuk Bendahara Pengeluaran
 sebagai Pemungut PPN (melalui
 mekanisme UP), paling lama tanggal 7
 (tujuh) bulan berikutnya setelah
 Masa Pajak berakhir
 b. Untuk Pejabat Penandatangan
 SPM sebagai Pemungut PPN (melalui
 mekanisme LS), dipotong pada saat
 pelaksanaan pembayaran kepada
 Pengusaha Kena Pajak Rekanan
 Pemerintah melalui KPPN
 a. Paling lama akhir
 bulan berikutnya
 setelah Masa Pajak
 berakhir
 b. Paling lama akhir
 bulan berikutjnya
 setelah Masa Pajak
 berakhir
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I. SOP PPN DENGAN MEKANISME UP
 J. SOP PPN DENGAN MEKANISME LS
 K. SOP SPT MASA PPh PASAL 21,23, 4 AYAT (2) DAN PPN
 L. SOP SPT MASA PPh 22
 M. TIM PENYUSUNAN BUKU SAKU PENATAUSAHAAN PAJAK DI KPPU
 iii
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DAFTAR ISTILAH
 1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang
 bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
 langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
 2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan
 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 3. Tarif adalah suatu pembebanan terhadap barang yang melintasi daerah pabean (suatu daerah
 geografis dimana barang bebas bergerak) tanpa dikenakan cukai.
 4. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pertambahan Nilai adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai
 Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, yang
 dipakai sebagai dasar untuk menghitung Pajak yang terutang
 5. Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya
 diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai
 yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur
 Pajak
 6. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya
 diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut
 menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak
 7. Penyetoran dan Pelaporan Pajak adalah kewajiban wajib pajak dan ketentuan formal tentang hal
 tersebut yang diatur dalam Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan.
 8. Pemotongan Pajak adalah salah satu bentuk teknik pengumpulan pajak yang mempercayakan
 pemungutan pajak kepada pihak ketiga.
 9. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah pengurangan penghasilan neto yang diperkenankan
 oleh undang-undang tentang pajak penghasilan.
 20
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DAFTAR PUSTAKA
 Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Bendahara Mahir Pajak, Jakarta:
 2011
 http://www.depkeu.go.id/Ind/
 http://www.ortax.org/ortax/
 Buku Sosialisasi Pajak Penghasilan Pasal 21, KPP Jakarta Gambir Empat, Jakarta: 2012
 1
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DAFTARLAMPIRAN
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LAMPIRAN AKOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
 SEKRETARIAT KOMISIBIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN
 STANDAR PROSEDUR OPERASIPENATAUSAHAAN PAJAK PPh Pasal 21 (UP)
 PADA BAGIAN VERIFIKASI DAN PELAKSANAAN ANGGARAN
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AKTIVITAS
 Staf PPK menyampaikan daftar honor yasng telah dibuat oleh Tim ke Staf Pajak.(5 menit)
 Staf Pajak menghitung besaran PPh Pasal 21(5 menit)
 Staf PPK mengisi form SSP sesuai dengan jumlah perhitungan pajak(3 menit)
 Bendahara Pengeluaran menanda tangani SSP PPh Pasa l 21(3 menit)
 Bendahara Pengeluaran menyerahkan SSP yang telah ditandatanganinya kepada Staf PPK untuk dihitung jumlah setoran pajak yang harus dibayar (5 menit)
 Staf PPK melakukan penyetoran pa jak kepada Bank Persepsi/ Kantor Pos(90 menit)
 Proses di Bank Persepsi/Kantor Pos
 Staf PPK memfotocopy SSP yang telah diva lidasi untuk disahkan oleh PPSPM , kemudian menyerahkan SSP asli lembar 1,3 dan 5 kepada Staf Pa jak untuk dia rsip dan digunakan sebaga i dasar pembuatan SPT Masa PPh Pasal 21(3 menit)
 PPSPM m engesahkan dan menyerahkan SSP ke pada Sta f Pajak(3 menit)
 NO.
 1.
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.
 7.
 8.
 9.
 STAF PPK STAF PAJAK BENDAHARA BANK PERSEPSI/KANTOR POS
 SSP siap bayar
 2
 Rp
 KPPN
 Mulai
 Daftar Honor
 Menghitung PPh 21
 Daftar Honor yang telah dihitung oleh Staf
 Pajak
 Mengisi form SSP
 SSP
 Menandatangani SSP
 SSP yang telah ditandatangani
 Menghitung jumlah pajak
 yang akan dibayar
 Proses Bank Persepsi/Kantor
 Pos
 SSP yang telah divalidasi
 Fotocopy SSP
 Fotocopy SSP
 Fotocopy SSP
 MengesahkanSSP
 Fotocopy SSP yang sudah disahkan
 PPSPM
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AKTIVITASNO. STAF PPK STAF PAJAK BENDAHARA BANK PERSEPSI PPSPM
 1
 Staf Pajak melakukan penginputan Aplikasi Konfirmasi Beta(10 menit)
 Proses legalisir KPPN
 Staf PPK mengarsip SSP yang sudah dilega lisir dan akan digunakan sebagai lampiran dalam berkas pengajuan SPP GU(3 menit)
 10.
 11.
 12.
 KPPN
 SSP yang siap untuk dilegalisir
 Proses KPPN
 SSP yang telah dilegalisir
 SSP yang telah dilegalisir
 Selesai
 Proses penginputan Aplikasi Beta
 Total waktu yang dibutuhkan : 130 menit
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LAMPIRAN BKOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
 SEKRETARIAT KOMISIBIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN
 STANDAR PROSEDUR OPERASIPENATAUSAHAAN PAJAK PPh Pasal 21 (LS)
 PADA BAGIAN VERIFIKASI DAN PELAKSANAAN ANGGARAN
 PPSPMAKTIVITAS
 Staf PPK Menyampikan daftar honorYang te lah dibuat oleh Tim ke pada Staf Pajak(5 menit )
 Staf Pajak menghitung besaran PPh 21 berda sarkan daftar honorPaja k (5 menit )
 Staf PPK me ngisi form SSP sesuai dengan jumla h perhitungan pajak (3 menit )
 Benda hara mena ndatanga ni SSP PPh Pa sa l 21(3 menit )
 Staf PPK me lengkapi dokume n pengajuan de ngan melampirkan SSP yang te lah ditandatangani untuk diserahkan ke pada PPSPM (10 menit )
 PPSPM menguji dokumen danmenerbitkan SPM yang selanjutnya akan disampaikan ke KPPN(10 menit )
 Proses KPPN
 Staf Pajak mengarsip SSP yang dipotong pa jak oleh KPPN , Sebagai dasar pembua tan SPT Masa PPh Pasa l 21(3 menit )
 NO
 1.
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.
 7.
 8.
 STAF PPK STAF PAJAK BENDAHARA KPPN
 Mulai
 Daftar Honor
 Menghitung besaran PPh 21
 Daftar Honor yang telah dihitung oleh Staf
 Pajak
 Mengisi form SSP
 SPP,SPTB,Kuitansi,SSP
 Melakukanpengujian dokumen
 SPM,SPTB,SSP,dll
 Proses KPPN
 SSP
 SSP
 Selesai
 SPP
 Menandatangani SSP
 SSP yang telah ditandatangani
 Melengkapi dokumen
 Total waktu yang dibutuhkan : 39 menit LAMPIRAN C
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KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHASEKRETARIAT KOMISI
 BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGANSTANDAR PROSEDUR OPERASI
 PENATAUSAHAAN PAJAK PPh Pasal 22 (UP)PADA BAGIAN VERIFIKASI DAN PELAKSANAAN ANGGARAN
 AKTIVITAS STAF PAJAKNO BENDAHARA
 Staf PPK menyerahkan dokumen pengadaan (Kuitansi dan SSP) beserta copy Kuitansi kepada Staf Pajak untuk dilakukan reviu perhitungan pajak(5 menit )
 Staf Pajak melakukan reviu perhitungan pajak, jika benar Staf Pajak mengarsip fotocopy kuitansi dan dokumen pengadaan (kuitansi dan SSP) diteruskan kepada Bendahara Pengeluaran dan jika salah kembali ke Staf PPK(3 menit )
 Bendahara Pengeluaran menandatangani SSP PPh Pasal 22 (3 menit )
 Bendahara Pengeluaran menyerahkan SSP yang telah ditandatanganinyakepada StafPPK (5 menit )
 Staf PPK menghitung jumlah setoran pajak yang harus dibayar (5 menit )
 Staf PPK melakukan penyetoran pajak kepada Bank Persepsi/Kantor Pos(90 menit ))
 Proses di Bank Persepsi/Kantor Pos
 Staf PPK memfotocopy SSP yang telah diva lidasi untuk disahkan olehPPSPM , kemudian menyerahkan SSP asli lembar 1,3 dan 5 kepada Staf Pajakuntuk diarsip dan digunakan sebagai bahan dasar dalam pembuatan SPT Masa PPh Pasal 22(3 menit )
 PPSPM men gesahkan dan menyerahkan SSP kepada Staf Pajak (3 menit )
 1.
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.
 7.
 8.
 9.
 STAF PPKBANK
 PERSEPSI /KANTOR POS
 PPSPM KPPN
 SSP siap bayar Rp
 Mulai
 KuItansi dan SSP
 Melakukan reviuperhitungan pajak
 Kui tansi dan SSP yang telah direviu
 Ya
 Tidak
 Tandatangan SSP oleh Bendahara
 pengeluaran
 SSPyang telah ditandatangani
 Menghitung jumlah pajak yang akan
 dibayar
 Proses Bank Persepsi/Kantor
 Pos
 SSP yang telah divalidasi
 Fotocopy SSP
 SSP yang telah divalidasi
 Fotocopy SSP
 Mengesahkan SSP
 Fotocopy SSP yang sudah disahkan
 2
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AKTIVITAS STAF PAJAKNO BENDAHARA
 Staf Pajak melakukan penginputan Aplikasi Konfirmasi Beta(10 menit )
 Proses legalisir KPPN
 Staf PPK mengarsip SSP yang telah dilegalisir dan akan digunakan sebagai lampiran dalam berkas pengajuan SPP GU(3 menit )
 10.
 11.
 12.
 STAF PPKBANK
 PERSEPSI /KANTOR POS
 PPSPM KPPN
 Proses penginputan Aplikasi Konfirmasi
 Beta
 SSP yang siap untuk dilegalisir
 Proses KPPN
 SSP yang sudah untuk dilegalisir
 SSP yang sudah untuk dilegalisir
 Selesai
 1
 Total waktu yang dibutuhkan : 130 menit
 LAMPIRAN D
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KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHASEKRETARIAT KOMISI
 BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGANSTANDAR PROSEDUR OPERASI
 PENATAUSAHAAN PAJAK PPh Pasal 22 (LS)PADA BAGIAN VERIFIKASI DAN PELAKSANAAN ANGGARAN
 AKTIVITAS STAF PAJAKNO PPSPM
 Mulai
 Staf PPK menyerahkan dokumen pengadaan (Kuitansi dan SSP) kepada Staf Pajak untuk dilakukan reviuperhitungan pajak (5 menit)
 Staf Pajak melakukan reviuperhitungan pajak, jika benar akan diteruskan kepada PPSPM dan jika salah kembali kepada staf PPK(3 menit)
 Staf PPK melengkapi dokumen untuk diserahkan kepada PPSPM (10 menit)
 PPSPM menguji dokumen dan menerbitkan SPM yang selanjutnya disampaikan kepada KPPN(10 menit)
 Proses KPPN
 Staf Pajak mengarsip SSP yang telah dipotong oleh KPPN sebagai dasardalam pembuatan SPT Masa PPh Pasal 22(3 menit)
 1.
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.
 STAF PPK KPPN
 Tidak
 Kuitansi danSSP
 Melakukan reviuperhitungan
 pajak
 Kuitansi dan SSP yang telah direviu
 Melengkapi Dokumen
 SPP,SPTB, Kui tansi dan SSP
 Melakukan pengujian dokumen
 SPM,SPTB,SSPdll
 Proses KPPN
 Ya
 SSP
 SSP
 Selesai
 Total waktu yang dibutuhkan : 31 menit LAMPIRAN E
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KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHASEKRETARIAT KOMISI
 BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGANSTANDAR PROSEDUR OPERASI
 PENATAUSAHAAN PAJAK PPh Pasal 23 (UP)PADA BAGIAN VERIFIKASI DAN PELAKSANAAN ANGGARAN
 AKTIVITAS STAF PAJAKNO BENDAHARA
 Staf PPK menyerahkan dokumen pengadaan (Kuitansi dan SSP) beserta copy Kuitansi kepada Staf Pajak untuk dilakukan reviu perhitungan pa jak(5 menit )
 Staf Pajak melakukan reviu perhitungan pajak, jika Benar Staf Pajak mengarsip fotocopy kuitansi dan dokumen pengadaan (Kuitansi dan SSP) diteruskan kepada Bendahara Pengeluaran dan jika salah kembali ke Staf PPK(3 menit )
 Bendahara Pengeluaran menandatangani SSP PPh Pasal 23(3 menit )
 Bendahara Pengeluaran menyerahkan SSP yang telah ditandatanganinyakepada StafPPK (5 menit )
 Staf PPK menghitung jumlah setoran pajak yang harus dibayar (5 menit )
 Staf PPK melakukan penyetoran pajak kepada Bank Persepsi/Kantor Pos(90 menit)
 Proses di Bank Persepsi/Kantor Pos
 Staf PPK memfotocopy SSP yang telah divalidasi untuk disahkan oleh PPSPM , kemudian menyerahkan SSP asli lembar 1,3 dan 5 kepada Staf Pajak untuk diarsip dan digunakan sebagaidasardalam pembuatan SPT Masa PPh Pasal 23(3 menit )
 PPSPM men gesahkan dan menyerahkan SSP kepada Staf Pajak (3 menit )
 1.
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.
 7.
 8.
 9.
 STAF PPKBANK
 PERSEPSI /KANTOR POS
 PPSPM KPPN
 SSP siap bayar Rp
 Mulai
 KuItansi dan SSP
 Melakukan revi uperhitungan pajak
 Kui tansi dan SSP yang telah direviu
 Ya
 Tidak
 Tandatangan SSP oleh Bendahara
 pengeluaran
 SSPyang telah ditandatangani
 Menghitung jumlah pajak yang akan
 dibayar
 Proses Bank Persepsi/Kantor
 Pos
 SSP yang telah divalidasi
 Fotocopy SSP
 SSP yang telah divalidasi
 Fotocopy SSP
 Mengesahkan SSP
 Fotocopy SSP yang sudah disahkan
 2
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AKTIVITAS STAF PAJAKNO BENDAHARA
 Staf Pajak melakukan penginputan Aplikasi Konfirmasi Beta(10 menit )
 Proses legalisir KPPN
 Staf PPK mengarsip SSP yang telah dilegalisir dan akan digunakan sebagai lampiran dalam berkas pengajuan SPP GU(3 menit )
 10.
 11.
 12.
 STAF PPKBANK
 PERSEPSI /KANTOR POS
 PPSPM KPPN
 Proses penginputan Aplikasi Konfirmasi
 Beta
 SSP yang siap untuk dilegalisir
 Proses KPPN
 SSP yang sudah untuk dilegalisir
 SSP yang sudah untuk dilegalisir
 Selesai
 1
 Total waktu yang dibutuhkan : 130 menit
 LAMPIRAN F
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KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHASEKRETARIAT KOMISI
 BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGANSTANDAR PROSEDUR OPERASI
 PENATAUSAHAAN PAJAK PPh Pasal 23 (LS)PADA BAGIAN VERIFIKASI DAN PELAKSANAAN ANGGARAN
 AKTIVITAS STAF PAJAKNO PPSPM
 Mulai
 Staf PPK menyerahkan dokumen pengadaan (Kuitansi dan SSP) kepada Staf Pajak untuk dilakukan reviuperhitungan pajak (5 menit)
 Staf Pajak melakukan reviuperhitungan pajak, jika benar akan diteruskan kepada PPSPM dan jika salah kembali kepada staf PPK(3 menit)
 Staf PPK melengkapi dokumen untuk diserahkan kepada PPSPM (10 menit)
 PPSPM menguji dokumen dan menerbitkan SPM yang selanjutnya akan disampaikan kepada KPPN(10 menit)
 Proses KPPN
 Staf Pajak mengarsip SSP yang telah dipotong oleh KPPN sebagai dasardalam pembuatan SPT Masa PPh Pasal 23(3 menit)
 1.
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.
 STAF PPK KPPN
 Tidak
 Kuitansi dan SSP
 Melakukan reviuperhitungan
 pajak
 Kuitansi dan SSP yang telah direviu
 Melengkapi Dokumen
 SPP,SPTB, Kui tansi dan SSP
 Melakukan pengujian dokumen
 SPM,SPTB,SSPdll
 Proses KPPN
 Ya
 SSP
 SSP
 Selesai
 Total waktu yang dibutuhkan : 31 menit
 LAMPIRAN G
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KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHASEKRETARIAT KOMISI
 BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGANSTANDAR PROSEDUR OPERASI
 PENATAUSAHAAN PAJAK PPh Pasal 4 ayat 2 (UP)PADA BAGIAN VERIFIKASI DAN PELAKSANAAN ANGGARAN
 AKTIVITAS STAF PAJAKNO BENDAHARA
 Staf PPK menyerahkan dokumen pengadaan (Kuitansi dan SSP) beserta copy Kuitansi kepada Staf Pajak untuk dilakukan reviu perhitungan pajak(5 menit )
 Staf Pajak melakukan reviu perhitungan pajak, jika benar Staf Pajak mengarsip kuitansi fotocopy dan dokumen pengadaan (Kuitansi dan SSP) diteruskan kepada Bendahara Pengeluaran dan jika salah kembali ke Staf PPK(3 menit )
 Bendahara Pengeluaran menandatangani SSP PPh Pasal 4 ayat 2 (3 menit )
 Bendahara Pengeluaran menyerahkan SSP yang telah ditandatanganinyakepada StafPPK (5 menit )
 Staf PPK menghitung jumlah setoran pajak yang harus dibayar (5 menit )
 Staf PPK melakukan penyetoran pajak kepada Bank Persepsi/Kantor Pos(90 menit )
 Proses di Bank Persepsi/Kantor Pos
 Staf PPK memfotocopy SSP yang telah divalidasi untuk disahkan oleh PPSPM , kemudian menyerahkan SSP asli lembar 1,3 dan 5 kepada Staf Pajak untuk diarsip dan digunakan sebagai dasar dalam pembuatan SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2( 3 menit )
 PPSPM men gesahkan dan menyerahkan SSP kepada Staf Pajak (3 menit )
 1.
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.
 7.
 8.
 9.
 STAF PPKBANK
 PERSEPSI /KANTOR POS
 PPSPM KPPN
 SSP siap bayar Rp
 Mulai
 KuItansi dan SSP
 Melakukan revi uperhitungan pajak
 Kui tansi dan SSP yang telah direviu
 Tidak
 Tandatangan SSP oleh Bendahara
 pengeluaran
 SSPyang telah ditandatangani
 Menghitung jumlah pajak yang akan
 dibayar
 Proses Bank Persepsi/Kantor
 Pos
 SSP yang telah divalidasi
 Fotocopy SSP
 SSP yang telah divalidasi
 Fotocopy SSP
 Mengesahkan SSP
 Fotocopy SSP yang sudah disahkan
 2
 Ya
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AKTIVITAS STAF PAJAKNO BENDAHARA
 Staf Pajak melakukan penginputan Aplikasi Konfirmasi Beta(10 menit )
 Proses legalisir KPPN
 Staf PPK mengarsip SSP yang telah dilegalisir dan akan digunakan sebagai lampiran dalam berkas pengajuan SPP GU( 3 menit )
 10.
 11.
 12.
 STAF PPKBANK
 PERSEPSI /KANTOR POS
 PPSPM KPPN
 Proses penginputan Aplikasi Konfirmasi
 Beta
 SSP yang siap untuk dilegalisir
 Proses KPPN
 SSP yang sudah untuk dilegalisir
 SSP yang sudah untuk dilegalisir
 Selesai
 1
 Total waktu yang dibutuhkan : 130 menit
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LAMPIRAN HKOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
 SEKRETARIAT KOMISIBIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN
 STANDAR PROSEDUR OPERASIPENATAUSAHAAN PAJAK PPh Pasal 4 ayat 2 (LS)
 PADA BAGIAN VERIFIKASI DAN PELAKSANAAN ANGGARAN
 AKTIVITAS STAF PAJAKNO PPSPM
 Mulai
 Staf PPK menyerahkan dokumen pengadaan (Kuitansi dan SSP ) kepada Staf Pajak untuk dilakukan reviuperhitungan pa jak (5 menit)
 Staf Pajak melakukan reviuperhitungan pa jak, jika benar akan diteruskan kepada PPSPM dan jika salah kembali kepada staf PPK(3 menit)
 Staf PPK melengkapi dokumen untuk diserahkan kepada PPSPM (10 menit)
 PPSPM menguji dokumen dan menerbitkan SPM yang selanjutnya disampa ikan kepada KPPN(10 menit)
 Proses KPPN
 Staf Pajak mengarsip SSP yang te lah dipotong pajak oleh KPPN sebagai dasar dalam pembuatan SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2(3 menit)
 1.
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.
 STAF PPK KPPN
 Tidak
 Kuitansi dan SSP
 Melakukan reviuperhitungan
 pajak
 Kuitansi dan SSP yang telah direviu
 Melengkapi Dokumen
 SPP,SPTB, Kui tansi dan SSP
 Melakukan pengujian dokumen
 SPM,SPTB,SSPdll
 Proses KPPN
 Ya
 SSP
 SSP
 Selesai
 Total waktu yang dibutuhkan : 31 menit
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LAMPIRAN IKOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
 SEKRETARIAT KOMISIBIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN
 STANDAR PROSEDUR OPERASIPENATAUSAHAAN PAJAK PPN (UP)
 PADA BAGIAN VERIFIKASI DAN PELAKSANAAN ANGGARAN
 AKTIVITAS STAF PAJAKNO BENDAHARA
 Staf PPK menyerahkan dokumen pengadaan (Kuitansi, SSP dan Faktur Pajak) beserta copy Kuitansi kepada Staf Pajak untuk dilakukan reviu perhitungan pajak(5 menit )
 Staf Pajak melakukan reviu perhitungan pajak, jika benar Staf Pajak mengarsip kuitansi fotocopy dan dokumen pengadaan (Kuitansi, SSP dan Faktur Pajak) diteruskan kepada Bendahara Pengeluaran dan jika salah kembali ke Staf PPK(3 menit )
 Bendahara Pengeluaran menandatangani SSP PPN dengan melampirkan Faktur Pajak(3 menit )
 Bendahara Pengeluaran menyerahkan SSP yang telah ditandatanganinyakepada StafPPK (5 menit )
 Staf PPK menghitung jumlah setoran pajak yang harus dibayar (5 menit )
 Staf PPK melakukan penyetoran pajak kepada Bank Persepsi/Kantor Pos(90 menit ))
 Proses di Bank Persepsi/Kantor Pos
 Staf PPK memfotocopy SSP yang telah divalidasi untuk disahkan oleh PPSPM , kemudian menyerahkan SSP asli lembar 1,3 dan 5 kepada Staf Pajak untuk diarsip dan digunakan sebagaidasardalam pembuatan SPT Masa PPN(3 menit )
 PPSPM men gesahkan dan menyerahkan SSP kepada Staf Pajak (3 menit )
 1.
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.
 7.
 8.
 9.
 STAF PPKBANK
 PERSEPSI /KANTOR POS
 PPSPM KPPN
 SSP siap bayar Rp
 Mulai
 Kuitansi, SSPdan Faktur Pajak
 Melakukan reviuperhitungan pajak
 Kwitansi, SSP, Faktur Pajak yang telah direviu
 Ya
 Tandatangan SSP oleh Bendahara
 pengeluaran
 SSPyang telah ditandatangani
 Menghitung jumlah pajak yang akan
 dibayar
 Proses Bank Persepsi/Kantor
 Pos
 SSP yang telah divalidasi
 Fotocopy SSP
 SSP yang telah divalidasi
 Fotocopy SSP
 Mengesahkan SSP
 Fotocopy SSP yang sudah disahkan
 2
 Tidak
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AKTIVITAS STAF PAJAKNO BENDAHARA
 Staf Pajak melakukan penginputan Aplikasi Konfirmasi Beta(10 menit )
 Proses legalisir KPPN
 Staf PPK mengarsip SSP yang telah dilegalisir dan akan digunakan sebagai lampiran dalam berkas pengajuan SPP GU(3 menit )
 10.
 11.
 12.
 STAF PPKBANK
 PERSEPSI /KANTOR POS
 PPSPM KPPN
 Proses penginputan Aplikasi Konfirmasi
 Beta
 SSP yang siap untuk dilegalisir
 Proses KPPN
 SSP yang sudah untuk dilegalisir
 SSP yang sudah untuk dilegalisir
 Selesai
 1
 Total waktu yang dibutuhkan : 130 menit
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LAMPIRAN JKOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
 SEKRETARIAT KOMISIBIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN
 STANDAR PROSEDUR OPERASIPENATAUSAHAAN PAJAK PPN (LS)
 PADA BAGIAN VERIFIKASI DAN PELAKSANAAN ANGGARAN
 AKTIVITAS STAF PAJAKNO PPSPM
 Mulai
 Staf PPK menyerahkan dokumen pengadaan (Kuitansi, SSP dan Faktur Pajak) kepada Staf Pajak untuk dilakukan reviu perhitungan pajak (5 menit)
 Staf Pajak melakukan reviuperhitungan pajak, jika benar akan diteruskan kepada PPSPM dan jika sa lah kembali kepada staf PPK(3 menit)
 S taf PPK melengkapi dokumen untuk diserahkan kepada PPSPM (10 menit)
 PPSPM menguji dokumen dan menerbitkan SPM yang selanjutnya disampaikan kepada KPPN (10 menit)
 Proses KPPN
 Staf Pajak mengarsip SSP dan Faktur Pajak yang telah dipotong pajak oleh KPPN sebagai dasar dalam pembuatan SPT Masa PPN(3 menit)
 1.
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.
 STAF PPK KPPN
 Tidak
 Kuitansi, SSPdan Faktur Pajak
 Melakukan reviuperhitungan
 pajak
 Kuitansi, SSP, Faktur Pajak yang telah
 direviu
 Melengkapi Dokumen
 SPP,SPTB,Kuitansi,SSPdan Faktur Pajak
 Melakukan pengujian dokumen
 SPM,SPTB,SSP,Faktur Pajak, dll
 Proses KPPN
 Ya
 SSP dan Faktur Pajak
 SSP dan Faktur Pajak
 Selesai
 Total waktu yang dibutuhkan : 31 menit
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LAMPIRAN KKOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
 SEKRETARIAT KOMISIBIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN
 STANDAR PROSEDUR OPERASIPENATAUSAHAAN PAJAK PELAPORAN SPT MASA
 PPh Pasal 21,23, 4 ayat 2 dan PPN (UP dan LS)PADA BAGIAN VERIFIKASI DAN PELAKSANAAN ANGGARAN
 AKTIVITAS KPPNO REKANAN
 Sta f Pajak menginput SSP Lembar 1,3,5 yang telah diproses oleh KPPN sebaga i bahan pembuatan SPT Masa bulan bersangkutan dan menyampaikan SSP Lembar 1 dan 3 beserta bukti potong kepada rekanan. ( Khusus untuk PPN ditambahkan Faktur Pajak )(10 menit)
 Sta f Pajak menyampaikan SPT Masa yang telah siap untuk dilaporkan kepada KPP (30 menit)
 Proses KPP
 Sta f Pajak menerima dan mengarsip bukti pelaporan yang dikeluarkan oleh KPP (3 menit)
 1.
 2.
 3
 4.
 STAF PAJAK
 Mulai
 SSP (Lembar 1,3,5)
 Penginputan data untuk mebuat
 SPT Masa
 SSPlembar1&3,Faktur Pajak
 SPT Masa PPN
 Proses KPP
 Bukti Pelaporan
 Bukti Pelaporan
 Selesai
 Total waktu yang dibutuhkan : 33 menit
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LAMPIRAN LKOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
 SEKRETARIAT KOMISIBIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN
 STANDAR PROSEDUR OPERASIPENATAUSAHAAN PAJAK PELAPORAN SPT MASA PPh Pasal 22 (UP dan LS)
 PADA BAGIAN VERIFIKASI DAN PELAKSANAAN ANGGARAN
 AKTIVITAS KPPNO
 Staf Pajak menginput SSP Lembar 1,3,5 yang te lah diproses oleh KPPN sebagai bahan pembuatan SPT Masa bulan bersangkutan. (10 menit)
 Staf Pajak menyampaikan SPT Masa yang telah siap untuk dilaporkan kepada KPP(30 menit)
 Proses KPP
 Staf Pajak menerima dan mengarsip bukti pe laporan yang dikeluarkan oleh KPP (3 menit)
 1.
 2.
 3.
 4.
 STAF PAJAK
 Mulai
 SSP (Lembar 1,3,5)
 Penginputan data untuk mebuat
 SPT Masa
 SPT Masa PPN
 Proses KPP
 Bukti Pelaporan
 Bukti Pelaporan
 Selesai
 Total waktu yang dibutuhkan : 33 menit
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LAMPIRAN MKOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
 SEKRETARIAT KOMISIBIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN
 TIM PENYUSUNAN BUKU SAKU PENATAUSAHAAN PAJAK
 NAMA JABATAN
 Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Pengarah
 Yogi S. Wibowo Ketua
 Budhi Praharto Anggota
 Risma Sari Anggota
 Vidya Savitri Anggota
 Eka Liana Putri Anggota
 Tatik Soroeida Anggota
 Muriyat Sundewo Anggota
 Irena Yusnita Anggota
 Dwi Rahayuningsih Anggota
 Dwi Fitria Astuti Anggota
 Irene Erika Isabela Anggota
 Ponti Lasari Anggota
 Dede Salvandy P Anggota
 Sulaiman Ekatama Anggota
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